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PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU

KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

KECAMATAN DENPASAR TIMUR
NOMOR 188.4/46/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN 2020

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari
RPJMDes

Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat
Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b;
dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
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11.
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13.

14.

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Denpasar Tahun 2015 — 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2019

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022



Menetapkan :
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Ketiga

MEMUTUSKAN :

. Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun

2020 — sebagai berikut :

Pembina :1 I Made Suena, ST (Perbekel Desa)

Ketua :2 I Nyoman Sudira (Sekretaris Desa)

Sekretaris :3 I Made Semara Putra (Ketua LPM)
4 I Made Wira Setiawan, ST (Unsur Masyarakat)
5 Putu Gede Satrya Adi Pratama  (Unsur Masyarakat)
6 I Ketut Adi Wirawan (Unsur Masyarakat)
7 1 Wayan Sutamayasa, S.Sos (Unsur Masyarakat)
8 [ Made Sarmadi, S.Pd (Unsur Masyarakat)
9 Ni Made Sindhu Priastini (Unsur Perempuan)
10 Ni Nyoman Trisna Dewi (Unsur Perempuan)
11 Ni Wayan Novi Aryawati (Unsur Perempuan)

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020
berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan
Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri
No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri
NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan
Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan
Trans. Noomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes,
PDT dan Trans. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Permendes, PDT dan Trans
Nomor .21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2016



Keempat - Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan
dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan
(kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat
Keputusan Perbekel Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2020 oleh Perbekel Desa.

Keenam . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kesiman Kertalangu
Pada Tanggal : 28 Juni 2019
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